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PERATURAN WALIKOTA BATAM

- NOMOR 12 TAHUN 2006 .

TENTANG

PE:TUNJUK PELAKSANAAN IZIN DISPENSASI
PENGGUNAAN JALAN DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

. bahwa berdasarkan Pasal 34 é'ya‘t'( 1) dan Pasal 35

ayat (2) Peraturan Daerah: Kota Batam Nomor 9 Tahun
2001 tentang Lalu Lintas dan’ Angkutan Jalan di Kota
Batam;: ‘

). ‘-bahwa untuk memngkatka penerimaan Daerah guna

menunjang™ pelaksanaan -+ Pembangunan,
penyelenggaraan pemenntah dan pelayanan kepada
masyarakat maka setiap permohonan izin dispensasi
penggunaan jalan. dlkenakan retnbusn

. bahwa kendaraan - kendaraan yang melewatl jalan-

jalan yang ada. di Kota Batam banyak yang tidak sesuai
dengan kelas’ jalan’ yang dltentukan oleh Pemerintah

- KotaBatam; .oyl |
. bahwa sebagalmana dlmaksud dalam huruf a, bdanc

perlu dltetapkan Petunjuk Pe|aksanaan Peraturan
Daerah yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan
Retribusi 1zin Dlspensa3| Penggunaan Jalan.

Undang Undang Republlk Indone31a Nomor 14 Tahun

| 1992 tentang Lalu Lintas dan' Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesua Nomor 3480)

o

. Undang‘undang Repubhk |ndones;a Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Daerah

(Lembaran Negara Republik Indopesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

| lndonesua Nomor 3685); o

.- Undang Undang Republlk IndoneSIa Nomor 53 Tahun

1999 terakhlr diubah dengan Undahg Undang Repubhk
Indonesia - Nomor.”  13.. Tahqn 2003 ' tentang
Pembentukan - Kabupaten "Pelalawan, - -Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokar. Hifir, Kabupaten Siak,

"Kabupaten Karimun, Kabupaten ‘Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
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" Republik Indonesia No

'Nomior -26, Tambahan; Le

Nomor 3527); ..

iyt

‘Rep'ublik Ind'onesi'af:‘TaHU‘n 2003 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Neégara Republik indonesia Nomor 4274);

Undang Undang:Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2002 tentang Pembentukan "Propinsi Kepulauan Riau
(Lembaran. Negara Republik: Indonesia Tahun 2002
‘Nomor 111, Tambahan Lembaran-Negara Republik

Indonesia Nomor 4237);

Undang_‘Undafn‘g,Re'b’ut‘i"h IqoneSIa Nomor 10 Tahun
2004 tentang - Pembentukan ' Peraturan ‘Perundang-
undangan . (Lembaran f_[\l‘.(;e:g,"ayjr;a_,;_ ‘Republik “Indonesia

[

Tahun 2004 Nomior 53 Tambahan Lembaran Negara

89)

Undang Und.éng Re}mbl_fiki ln‘d'ohé!sié Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik. - Indonesia ; «Fahun+-2004 . Nomor 125,

_ Tambahan .Lembaran ‘Negara’!/Republik . Indonesia
noMmor 4437 to o

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang . Perimbangan.: Keuangan -Pemerintah
Pusat .dan- Pemeriftah’!Daerah “(Lembaran Negara
Republik " Indonesia’  Tahun':.2004: Nomor 126,
Tambahan - Lémbaran:* a'"Republik * Indonesia
nomor 4438); S o o

. Péréfu_ran-PeméfinfaAh R;e;pdpiljikezfl'ridonesia Nomor 22
- Tahun’ 1990 tentang - Penyerahan: sebagaian Urusan
- Pemerintah, Dalam ' Bidang;:L'alu Lintas dan Angkutan

Jalan Kepada ‘Daerah Tingkat:| dan’Daerah Tingkat II

(Lembaran' Negara ' Republik ;Indohesia Tahun 1990
mbarati - Negara Republik

Indonesia Nomor3410); . vt -

PN T RN

Peraturan Pemerintah Republik ‘[ndohesia Nomor 41
Tahun - 1993 - “tentang “Angkutan : Jalan ‘(Lembaran

. Negara Republik <Indonesia’ Tahtin 11993 Nomor 58,

Tambahan - Lembaran /:Negata: Republik * Indonesia
Peraturan Pemerintah. Republik>donesia :Nomor 43
Tahun 1993 tentang’ Prasarana dap Lalu Lintas Jalan
(Lembaran ‘Negara ‘Republik ‘Indonesia Tahun 1993
Nomor. 83, Tambahan ' Lembaran' Negara Republik
Indonesia Nomor 3529); . S TR 1

Peraturan Pemerintah ‘Republikﬂ'lhdonesia Nomor 20

- tahun 1997 -tentang ' Retribusi’ - Daerah - (Lembaran
“Negara Republik Indonesia tahuh 1997 nomor 55 ):
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s , 12. Peraturan - Pemerlntah Repubhk lndonesua Nomor 25
1 , ~~ Tahun 2000 tentang’ Kewenangan Pemerintah dan
‘ : Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
@ (Lembaran Negara . Republlk Indonesia Tahun 2000
- Nomor: 54, Tambahan ‘*Lembaran Negara Republik
Indonesna Nomor 3952) .

13, Keputusan Menten Perhu gan ‘.'Républik Indonesia
- Nomor KM. 69 Tahun- 1993 ,ten'tang_;Pe‘n'yel‘enggaraan
Angkutan Barang di Jalan R

{ 14, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001
I‘ tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam
Mempf:érhatikan D Keputusan* Keputusan Menten Dalam Negen Republik
i Indonesia Nomor- 131.21:72 tanggal 15 Februari 2006

Dalaleeputusan ini. yang dlmaksud dengan
a.

® 2o o

tentang Pemberhentian Pejabat’  Walikota dan
Pengesahaan, Pengangkatan Wahkota Batam Propm3|
Kepulauan Riau.
5
|

| MEMUTUSKAN

Menetbpkan @ PETUNJUK  PELAKSANAAN | kl'nan' DISPENSASI

?J PENGGUNAAN JALAN DI KOTA BA AM

| S BAB;I
1 ‘ o KETENTUAN UMUM -

P merintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam T
Wallkota adalah Walikota Batam; = SCRES Lo
D%nas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam PR S
SLdeS adalah Sub Dinas Perhubungan Darat, T ~
Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan. - yang dlgerakkan oleh
peralatan tehnis yang ada pada kendaraan itu;

Mobil - barang adalah kendaraan bermotor selami\:‘ sepeda motor, mobil
penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus i 3

Kereta tempelan adalah suatu alat yang dlpergunakan untuk mengangkut

barang yang dirancang ditarik dan sebaglan bebannya d| tumpu oleh
kéndaraan penariknya;

Kereta gandengan adalah suatu alat yang dupergunakan .untuk mengangkut

yang seluruh bebannya: ditumpu oleh’ alat:itu" sendiri:dan ‘anca_ngan untuk
Eiank oleh kendaraan bermotor Rt
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%etrlbusi dlbayarkan kepada Bendaharawan khusu:

zifdlajukan oleh pemohon

, F’ermohonar) Izin Dispensasi Penggunaan Jalan;‘
{kepada Walikota Batam melalun Kepala Dmas ‘Perh bungan Kota Batam

Persyaratan permohonan lzm DlspensaSI Penggunaan Jalan sebagalmana
dimaksud pada pasal 1 ayat (1): Do :

ja. Surat Permohonan dari pemilik / Badan Hukum dltuJUkan kepada Kepala
{  Dinas Perhubungan Kota Batam;. R .
Ib. Surat Izin Pekerjaan dari Otorita Batam 5

o

ic. Menyerahkan data kendaraan B N

Persyaratan: permohonan 1zin Dlspensa3| Penggunaan Jalan | .Kendaraan
bermotor yang mengangkut alat. alat meleblhl ukuranNqume) sebagaimana
dimaksud pada pasal 1 ayat (1 e SRRt

fa.  Surat ‘Permohonan’ dari pemlhk :-./:.Bad an
’ Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam;

o T 7

Menyerahkan data kendaraan pengahgk
; Menyerahkan data alat / barang yang dia
id.  Foto copy Surat Izin, Perusahaan Angkutan
: - OBJEK RETRIBUSI R

Pasal 3

Kendaraan yang dlkenakan wajib retrubUsn adalah o
kendaraan pengangkut tanah/ pasur/ bauksit;" .

kendaraan pengangkut BBM/ BBG/ bahan calr lamnya
“kendaraan pengangkut peti kemas ' e
kendaraan pengangkut alat alat berat o
kendaraan pengangkut barang barang Iamnya*lw

e e 2

U N -

Seluruh kendaraan pada ayat 1 dlatas dlkenak wajib. retribusi apabila
muatan lebih danBton . e

penerlma pada kantor
inas Perhubungan Kota Batam; B

Besarnya Retnbum yang dlkenakan sebagalman v lmaksud pada ayat 2
mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam - Nomor 9 tahun 2001
tentang Lalu Lmtas dan Angkutan Jalan d| Kota Batam

Ty
/ [ | vn

Penernmaan retribusi sebaganmana dnmaksud pada ayat 2 dlsetorkan kepada

as Daerah Kota Batam.
i ‘ ,



e
b
P

i

s

)
P 5
o
i
g
o

i,

T i

DA L s

R A e e 2

2. -AEab:la permohonan tersebut dltola
Cood

BABNL.
TATACARAPENGANGKUIAN

Pasal4“

Tata Cara Pengangkutan dltetapkan sebagal b rikut ; i g

1. dalan yang dapat dilalui- oleh kendaraa;"tersebut ,;a'dalah jalan’ Jalan yang
itentukan oleh Walikota Batam melalui Din s;P‘ hub‘ gan Kota Batam:

C)

2. Kendaraan yang dlgunakan harus dlle: lampu |syarat atau
:jmpu sorot; . . - ’
-3 alam melakukan operasnonalnya |anggap rawan
celakaan duaga oleh petugas ;yangdilengk sentevr; dan baju
otlight; o
4, elakukan pembersnhan pada ban ‘mobij
ntuk kendaran yang mengangkut tanah seb
5. enjaga dan mengembalikan kebersnha

aktu pengkutan menimbulan kotora

6. Isi muatan pengangkatan kendaraanzp”

perhga dari tinggi bak yang diangkut;:
7. Kecepatan kendaraan tidak melebihi 25 Kmljam_
8. engangkutan dnlaksanakan dlluarjam subuk o

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG lZlN "

Pasal 5

i
i
|
|

Bagi ﬁ;!emegang Izin wajib memenuhi ketentuan sebagal benkut
1. wenjaga dan mengembahkan kebersman‘ jalan

Sqaktu pengangkutan menimbulkan ko otoranic
ot

2.

dengan Peraturan Daerah - dan *Peraturan
berlaku.

Kepa;iJa Dinas perhubungan dlbenkan kewenangan untuk

1. enerbitkan izin rekomendasn perubahan' IZII‘I? at eholakan terhadap

permohonan dltandatangam oleh kepala dlnas PerhubUngan Kota Batam dan
alas nama Walikota Batam: SN 3

ngan alasan alasan dan. dlsampalka :

3. Apablla pemegang lzm melanggar ketentua'

P!erhubungan berhak mencabut Izin- yang-tela ::dlkeluarkah (mencabut izin

apatila pemegang izin ini melanggar ketentuan yang berlaku)
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Hal-hal yang belum dia'tUr”' dalam f.ke_p:utvu‘é%\n nits
pelakéanaanya, akan diatur lebih 'lanjut’;’f‘ldl}éh .‘K’e"p“a'

Batan; 4 ‘ ¢

Peratyran Walikota iniberlaku p

Agar | setiap oréh@'dabéf " Mengetéhuinya,

~Peratgran Walikota ini dengan penem_patanhyé‘fd

Diundangkan di Batam N
pada Li?anggal 29  CePreMeER 2006

AERAH KOTABATAM

HIMAN, SH, -
420007623 '

wmela

da tanggal ditindangka

Ditétap

s At

i

pada'ta

,meme,rigt‘ah

alam Berita Daerah Kota Batam.
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